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	Transaksi elektronik khususnya pada pesan-antar makanan yang dilakukan secara online pada praktik potensial dilakukan oleh anak di bawah umur melalui gawai pribadi dalam hal ini menimbulkan masalah baru terhadap realita hukum perjanjian di Indonesia yang bersifat kontemporer. Praktek pemesanan makanan secara online yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan salah satu bagian dari dsitruption in legal indsutries yang unprecedented (suatu hal yang belum pernah terjadi). Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, melalui analisis deskriptif secara kualitatif. Penelitian ini berupaya menganalisis keabsahan dan akibat hukum pemesanan makanan secara online (online food delivery) oleh anak dibawah umur ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan Penyelesaian sengketa hukum terhadap anak dibawah umur yang memesan makanan secara online (Online Food Delivery) di Indonesia. Kepastian hukum mengenai syarat dan akibat hukum tersebut tetap tunduk pada pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan yakni pihak konsumen yang melaksanakan transaksi elektronik (apabila dilakukan oleh anak dibawah umur) menginginkan pemesanan makanan secara online (online food delivery) maka pengampu atau wali anak harus siap terhadap akibat hukum yang diterima, yang akibat hukum dalam perjanjian pesan-antar makanan tersebut yakni dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Penyelesaian sengketa hukum dalam transaksi bisnis sebagai akibat dari tindakan anak di bawah umur yang melakukan pemesanan makanan secara online (Online Food Delivery) harus diupayakan untuk diselesaikan secara damai/musyawarah oleh pelaku usaha dan konsumen. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, alternatif lainnya ialah mengacu peraturan dan prosedur yang diatur oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipimpin oleh 3 arbitrator yang dipilih sesuai dengan Peraturan kecuali para pihak setuju pada penunjukan arbitrator tunggal.
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	Electronic transactions, especially in food delivery carried out online in potential practices carried out by minors through personal devices in this case raise new problems for the reality of treaty law in Indonesia which is contemporary. The practice of ordering food online carried out by minors is one part of the dsitruption in legal industries that is unprecedented (something that has never happened). The type of legal research used is empirical legal research, through qualitative descriptive analysis. This research seeks to analyze the validity and legal consequences of online food delivery by minors in terms of positive law in Indonesia and the settlement of legal disputes against minors who order food online (Online Food Delivery) in Indonesia. Legal certainty regarding the terms and consequences of the law remains subject to article 1320 of the Civil Code. Then the awareness or values that exist in humans about the existing law or the expected law, namely the consumer who carries out electronic transactions (if carried out by minors) wants to order food online (online food delivery) then the guardian or guardian of the child must be prepared for the legal consequences received, which legal consequences in the food delivery agreement can be canceled by one of the parties. Settlement of legal disputes in business transactions as a result of the actions of minors who make online food orders (Online Food Delivery) must be sought to be resolved amicably / deliberation by business actors and consumers. If this cannot be done, another alternative is to refer to the rules and procedures regulated by the Indonesian National Arbitration Board (BANI) led by 3 arbitrators selected in accordance with the Rules unless the parties agree on the appointment of a single arbitrator.
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PENDAHULUAN

Kebutuhuan manusia di era digitalisasi, begitu praktis. Upaya memenuhi kebutuhan primer seperti makanan dan minuman, tidak perlu pergi ke toko atau pasar yang dapat menguras waktu dan tenaga. Setiap orang cukup menggunakan perangkat gawai untuk memesan secara online baik makanan maupun minuman yang dinginkan, secara otomatis produk tersebut akan hadir sendiri di tempat kediaman konsumen. Filosofi transaksi elektronik adalah cepat, mudah dan efisien (the need for speed, convenience and efficiency), Cepat maksudnya tidak membuang banyak waktu, mudah dairtikan dengan tidak melalui proses yang berbelit – belit, efisien artinya biaya yang dikeluarkan relative rendah dikarenakan tidak perlu menggunakan pihak – pihak terkait dalam pembuatan kontrak misalany notaris dan saksi. Sebagaimana diketahui, dalam pembuatan kontrak yang bersifat konvensional khususnya akta otentik, harus pejabat yang berwenang seperti notaris yang harus membuatnya. Di dalam akta tersebut, bahasa yang digunakan biasanya terlalu formal dan jumlah tulisannya sangat Panjang (Salim HS, 2021).
Pesan-antar makanan secara online merupakan suatu kondisi yang unprecedented atau belum pernah terjadi sebelumnya (TvOneNews, 2019). Salah satu Perusahaan transportasi online yang terkemuka di Indonesia adalah Aplikasi Gojek. Salah satu fitur yang sering digunakan konsumen ialah layanan pesan-antar makanan secara online (Online Food Delivery) atau biasa disebut Gofood. Perusahaan Grab juga mempunyai fitur yang serupa yaitu Grabfood. Pendaftaran pada kedua aplikasi ini dengan cara mendaftarkan nama lengkap, alamat dan nomor ponsel lalu selanjutnya akan dikonfirmasi menggunakan kode OTP (gojek.com, 2022). Jika dilihat pada pendaftarannya tidak meminta identitas umur. Apabila dilihat dari Term and Condition kedua aplikasi tersebut menyatakan bahwa pada aplikasi gojek untuk menggunakan aplikasi tersebut telah berusia minimal 21 tahun pada tahun 2017 kemudian di tahun 2023 di perbaharui bahwa aplikasi tersebut dapat diakses apabila telah berusia minimal 18 tahun (gojek.com, 2022). Pada term and condition aplikasi grab yakni menyatakan kecakapan hukum untuk membuat perjanjian setidaknya berusia dua puluh satu (21) tahun, jika diizinkan untuk penggunaan orang lain yang berusia sekurang-kurangnya dua belas (12) tahun (anak dibawah umur tanpa pendamping) maka dalam hal tersebut pengguna berumur 21 tahun bertanggung jawab atas anak dibawah umur tanpa pendamping tersebut (Grab, 2023).
 Banyak beberapa kasus pemesanan makanan secara online yang dilakukan oleh anak dan menimbulkan polemik. Seperti kasus di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dimana kedua orang tua terkejut menerima makanan dari ojek online (ojol) dengan jumlah harga RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kedua orang tuanya kemudian menyelidiki dan ternyata makanan tersebut dipesan oleh anaknya yang masih berusia 4 (empat) tahun. Adapun cara yang digunakan anak tersebut menggunakan akun aplikasi milik kedua orang tuanya (Riska Fitria, 2020). 

Contoh kasus lainnya yaitu seorang anak yang berusia 12 tahun bernama Muhammad Rasyid Ridho sering menggunakan aplikasi grab dengan layanan grabfood untuk memesan makanan secara online, dimana dengan keterangan bahwa anak dibawah umur tersebut menggunakan layanan grabfood dengan sepengetahuan orangtuanya (Rizka Aulia Lestari, 2023b). Hal ini menunjukan bahwa fakta di lapangan, pemesanan makanan secara online yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah menjadi hal yang lazim. Kecakapan dalam semua perjanjian, termasuk salah satunya perjanjian online (e-commerce) merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi (hukumonline.com, 2005). Hal ini sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan “adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak yang membuat perikatan, suatu hal tertentu dan klausula yang halal.” Persoalan mengenai cakap menurut hukum ini masih menimbulkan polemik (Tobing, 2016). Cakap yang dimaksud menurut Pasal 330 KUHPerdata ialah sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah. Artinya anak dibawah umur (dibawah usia 21 tahun) jika dilihat dari syarat perjanjian pada KUHPerdata dapat dikatakan tidak memenuhi syarat dalam melakukan perjanjian (Munir Fuady, 2015). 

Adapun kecakapan menurut hukum perkawinan, tepatnya Pasal 47 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 bahwasannya “anak yang sudah mencapai usia 18 tahun (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)”. Kemudian Pengaturan mengenai anak pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (Refri, 2018). Tidak adanya keseragaman mengenai usia dewasa dikarenakan peraturan perundang – undangan ini dapat menjadi masalah salah satunya ialah keabsahan anak sebagai konsumen transaksi elektronik (Ignasius Christian Sompie, 2020). 

Asas hukum perjanjian berbasis elektronik sama halnya dengan asas – asas hukum perjanjian pada umummnya. Adapun persamaan asas hukum kontrak dari UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata yakni Asas kepastian hukum atau asas Pacta Sunt Servanda, Asas kebebasan memilih teknologi atau asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian kovensional pada KUHPerdata, dan Asas Iktikad baik. Asas kebebasan berkontrak memberikan makna proses pembuatan perjanjian tidak harus dilakukan secara konvensional, tetapi juga dapat berbasis teknologi. Hal yang paling utama para pihak hingga isi perjanjian tidak bertentangan yang diatur dalam KUH Perdata maupun UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Salim HS, 2021). Selanjutnya asas Pacta Sunt Servanda menafsirkan perjanjian yang dibuat para pihak diumpamakan seperti undang – undang. Maka, kedua belah pihak wajib tunduk dengan segala kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tersebut. (Darus & Badrulzaman, 2001), sehingga apabila sewaktu terjadi sengketa maka pertama yang akan dilihat ialah unsur perjanjian para pihak, termasuk polemik anak dibawah umur yang terlibat dalam sengketa pesan-antar makanan secara online tersebut.

Pada praktek pemesanan makanan secara online (Online Food Delivery) yang dilakukan oleh anak dibawah umur menggunakan gawai pribadi menimbulkan masalah mengenai keabsahan dan akibat hukum pemesanan makanan secara online (Online Food Delivery) oleh anak di bawah umur ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Masalah selanjutnya ialah penyelesaian sengketa hukum terhadap anak dibawah umur yang memesan makanan secara online (Online Food Delivery) di Indonesia.

METODE 

Jenis penelitian yang dimanfaatkan dalam artikel ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian yang menggunakan studi lapangan, memanfaatkan data primer yaitu melakukan observasi, wawancara dan kuisioner. Studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan observasi, wawancara sekaligus kuisioner terhadap 70 siswa – siswi di SMA Negeri 12 Palembang yang mempunyai umur di kisaran 16 – 18 tahun. Hal ini mengingat variabel utama dalam penelitian ini adalah anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli online. Artikel ini juga memanfaatkan data sekunder yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang – undangan yang terkait dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan karya tulis ilmiah lainnya. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Analisis data yang diterapkan yaitu analisis deskriptif secara kualitatif. Artinya menguraikan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dengan menyelaraskan aturan hukum yang terkait. 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1. Keabsahan Dan Akibat Hukum Pemesanan Makanan Secara Online (Online Food Delivery) Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia
Maraknya pemesanan makanan secara online (online food delivery) yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan dampak dari era revolusi 4.0 khususnya setelah terjadi pandemi Covid-19 yang mengharuskan anak menggunakan gawai pada sistem belajar dirumah atau biasa disebut daring (Kemendikbud, 2020). Fakta dilapangan menunjukan bahwa rentang usia 16-24 tahun banyak menggunakan pesan-antar makanan secara online. Survei yang dilakukan oleh Goodstats melalui sebaran Google Form yang diisi oleh sebanyak 440 responden, anak muda mengaku telah menggunakan aplikasi pesan antar makanan sebanyak lebih dari empat kali selama sebulan yang presentasinya mencapai 28,2 persen dan menjadi angka terbanyak berdasarkan intensitas pemesanan makanan lewat aplikasi oleh anak muda. Mayoritas responden dari pulau jawa mencapai 75,6 persen dengan usia responden paling banyak di kisaran 18-24 tahun (Goodstats, 2022).

Tim peneliti melaksanakan riset ke SMA N 12 Palembang dengan jumlah responden 70 siswa (anak dibawah umur) dengan rentang usia 16-18 tahun (Rizka Aulia Lestari, 2023a). Data menunjukan bahwa penggunaan pesan-antar makanan secara online dari Gofood merupakan intensitas paling tinggi. Dimana anak berusia 18 tahun yakni 60% dari 70 siswa (responden anak)  menggunakan pesan antar makanan online, begitupun dengan Grabfood pengguna yang paling tinggi berusia 18 tahun namun hanya 45% lebih sedikit dibanding dari pengguna Gofood  menggunakan pesan-antar makanan secara online (Rizka Aulia Lestari, 2023a). Sample pada lampiran penggunaan pesan-antar makanan online bahwa siswa memesan makanan online rata-rata tidak didampingi orang tua, namun orang tua mengetahui bahwa anak mereka menggunakan aplikasi pesan antar makanan secara online tersebut. Pemesanan makanan secara online (online food delivery) merupakan wujud dari pembangunan nasional (Rizka Aulia Lestari, 2023a). 

Membuat aturan hukum positif menjadi lebih baik dan mengelaborasi aturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui perubahan sosial yang ideal, adalah hakekat dari tujuan pembangunan hukum yang komprehensif. Aturan hukum tersebut seyogianya dapat mengakomodir realitas atau kebiasaan yang sudah lama hiduo dalam masyarakat (Mertokusumo, 2007). Menurut Mochtar kusumaatmaja bahwa hukum dalam pembaharuan di pandang mutlak atau perlu yang didasarkan dari ketertiban dan keteraturan, kemudian yang kedua yakni hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang berfungsi sebagai alat pembaruan atau pembangunan dalam arti menyalurkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki Pembangunan (Mulyadi, 2009). Sinyal pembaharuan sudah ditemukaan oleh Mochtar, maka pembahruan memang di perbolehkan sepanjang mempunyai dasar hukum. Satjipto Rahardjo memandang hukum lebih kearah konteks dibandingkan teks. Hukum seyogianya untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jika dalam realitas Masyarakat, hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka hukum tersebut yang harus di perbaiki. Hukum progresif menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor signifikan dalam berhukum daripada peraturan perundang-undangan (Aulia, 2018).

Perspektif yang disampaikan oleh kedua ahli hukum tersebut, kemudian dielaborasi oleh Romli Atmasasmita bahwa hukum tidak hanya mengkaji masalah pembangunan nasional dalam konteks inward looking melainkan juga dalam konteks pengaruh hubungan internasional ke dalam sistem kehidupan bangsa Indonesia (Romli Atmasasmita, 2019). Di satu sisi menempatkan keseimbangan antara keinginan untuk pembaharuan hukum melalui perundang-undangan. Sisi lainnya, hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai kenyataan yang hidup dalam masyarakat (Kusumah, 1981). Pelaksanaan perjanjian secara online perlu memperhatikan asas yang terdapat dalam UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik guna menghindari kerugian bagi kedua pihak. Asas tersebut meliputi, asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas Iktikad baik, dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi (Salim HS, 2021), Maka, dengan adanya kelima asas tersebut yang saling berkaitan, perjanjian itu harus dibuat secara sah dan beriktikad baik kemudian juga harus memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagai parameter apabila dikemudian hari terjadi hal yang merugikan para pihak (M. Muhtarom, 2014). 

Van Dunne mencetuskan bahwa teori perjanjian yakni hubungan hukum dimana keduapihak saling mengikat dengan kata sepakat sehingga menimbulkan akibat hukum (Putra Sumardana, SH, 2020). Artinya, anak dibawah umur yang mengikatkan diri dalam perjanjian pesan-antar makanan secara online dengan penjual dan merchant driver akan menimbulkan akibat hukum terhadap dirinya. Berikut pandangan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat perjanjian (Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, 1847):

1. Kesepakatan dari para pihak, 

Kesepakatan dikonsepkan dari kesesuaian kehendak para pihak, para pihak merupakan subjek hukum dalam hal ini penjual dan pembeli. Jika dilihat dari Pasal 18 ayat (1) UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) menyebutkan “transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak” (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Ketentuan yang menyangkut kesepakatan para pihak dituangkan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE.  Syarat kesepakatan kehendak ini merupakan syarat subjektif terhadap sahnya suatu perjanjian. Konsekuensi jika tidak tercapainya kata sepakat maka perjanjian tidak dengan sendirinya batal atau tidak batal demi hukum (nietige, atau null and void) melainkan perjanjian baru batal jika dibatalkan oleh salah satu pihak atau kedua pihak (Anggraeni & Rizal, 2019). Pada layanan pesan-antar makanan secara online,  Syarat kesepakatan kehendak ini merupakan syarat subjektif terhadap sahnya suatu perjanjian. Konsekuensi jika tidak tercapainya kata sepakat maka perjanjian tidak dengan sendirinya batal atau tidak batal demi hukum (nietige, atau null and void) melainkan perjanjian baru batal jika dibatalkan oleh salah satu pihak atau kedua pihak (Satiah & Amalia, 2021). Pada Pasal 1321 KUHPerdata,syarat kesepakatan kehendak ini dianggap tidak terpenuhi apabila terjadi Paksaan, Penipuan dan Kesilapan (Ariyanto, 2016).

Maka apabila dalam hal ini para pihak didapati suatu paksaan atau penipuan atau kesilapan dalam suatu kesepakatan, menjadi dianggap tidak terpenuhi kata sepakat dalam suatu perjanjian yang menyebabkan cacat hukum.

2. Kecakapan subjek hukum diukur dari kedewasaan, Menurut Pasal 1329 KUHPerdata bahwa semua orang berwenang untuk membuat perikatan kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap (Munir Fuady, 2015). Adapun orang yang dinyatakan tidak cakap menurut hukum atau tidak bisa melakukan perbuatan hukum karena dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dianggap tidak cakap diatur didalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

a. Orang yang belum dewasa

Pasal 330 KUH Perdata mengatur mengenai orang yang belum dewasa yakni belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun (21) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Apabila mereka telah melangsungkan perkawinan dan belum mencapai genap dua puluh satu (21) tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Pada Pasal 47 juncto Pasal 50 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dewasa seorang anak mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, bukan 21 tahun. Pernyataan tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477 K/Sip/1976, tanggal 13 Oktober 1978. 

b.  Orang yang ditaruh dibawah pengampuan. 
Pengampuan memiliki arti bahwa dalam keadaan sifat pribadi yang dianggap tidak cakap mengurus kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga kepengurusan itu dialihkan kepada wakil yang ditentukan menurut undang-undang (Miru, 2008). Pengampuan diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUHPerdata. Menurut Pasal 433 KUHPerdata, Orang yang ditaruh dibawah pengampuan yakni (Munir Fuady, 2015): 
1) onnoozelheid atau orang yang dungu;

2) Orang gila;

3) Orang yang mata gelap;

4) Orang yang boros;dan

5) Orang yang sakit ingatan walaupun kadang-kadang waras.

3. Hal tertentu berkaitan dengan objek yang diperjanjikan.


Syarat objek tertentu diatur dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata. Objek Perjanjian dapat berupa barang maupun jasa (Munir Fuady, 2015).

4. Syarat kausa yang halal atau legal

Kausa yang halal atau legal maksudnya adalah perjanjian harus dibuat dengan sebab atau kausa (oorzaak) yang halal, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.  Keempat syarat perjanjian didalam KUHPerdata tersebut sama hal-nya tercantum dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu dan objek yang halal atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum (Pemerintah Indonesia, 2019). Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif yang menyangkut para pihak, kemudian syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif yang menyangkut objeknya. Artinya PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengadopsi Pasal 1320 KUH Perdata. Jika dilihat didalam Pasal 47 PP No. 71  tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ITE ayat (2) menyatakan bahwa klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. kemudian ayat (3) menyatakan bahwa kontrak elektronik paling sedikit memuat data identitas para pihak, objek yang spesifik, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.
Jika melihat  UU. No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa ternyata belum menegaskan batasan usia untuk penggunaan teknologi, termasuk juga hal yang berkaitan dengan pesan-antar makanan secara online yang merupakan embrio norma perjanjian jual-beli yang diatur dalam KUH Perdata (Suryono, 2014). Menilik lebih dalam mengenai perwalian (voogdij) yakni wali atau pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh (berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah) atau dengan kata lain orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. berada dibawah kekeuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali (Kumalasari & Ningsih, 2018).
Di dalam Pasal 330 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah penguasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana yang ditaur dalam bagian ketiga,keempat,kelima dan keenam dalam bab ini”. Pada umumnya setiap perwalian memiliki satu seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali-ibu (moerdervoogdes) kawin lagi dalam hal yang mana suaminya menjadi medevoogd. Apabila salah satu orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya secara otomatis menjadi wali bagi anak-anaknya (SATRIAWAN, 2018). Perwalian dalam hal ini disebut dengan perwalian menurut undang-undang (Wettelijke Voogdij) hal ini tertuang dalam Pasal 331, 351 dan 361 KUH Perdata. Pada Pasal 359 KUH Perdata menyatakan “Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh pengadilan.” Sehingga setelah dianalisis, bahwa pelaksanaan transaksi elektronik pesan antar makanan secara online mengenai kecakapan sendiri sulit diukur karena setiap orang tanpa dibatasi umur dapat menjalankan transaksi elektronik sesuai dengan Pasal 2 UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Ketetapan pada Term and Condition dari Gojek dengan usia minimal 18 tahun untuk menggunakan aplikasi tersebut mengikuti pengaturan usia dewasa pada UU. Perkawinan, kemudian aplikasi Grab menetapkan usia minimal menggunakan aplikasi tersebut yakni 21 tahun, mengikuti usia dewasa pada KUHPerdata.  Jika dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdata bahwa anak tersebut tidak memenuhi syarat subjektif dan akibat hukum yang diterima yakni dapat dibatalkan. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang meminta pembatalan. Keinginan pembaharuan di Era Distruption In Legal Industries yang dikemukakan oleh Romli Atmasastmita yang menginginkaan keseimbangan antara pembaharuan hukum melalui peraturan perundang- undangan dan kesadaran, bahwa dalam usaha demikian perlu sangat diperhatikan nilai nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Analisis dari Pasal 9 UU. No. 8 tahun 1999 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai syarat kontrak yang dibuat oleh pelaku usaha dan pada penyelenggaraannya di dalam Pasal 46 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai keabsahan konsumen khususnya pada usia kecakapan belum dijelaskan secara spesifik dan tegas. Sehingga pelaksanaan transaksi elektronik tersebut harus didasarkan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mengenai syarat dan akibat hukum tersebut tetap tunduk pada pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan yakni pihak konsumen yang melaksanakan transaksi elektronik (apabila dilakukan oleh anak dibawah umur) menginginkan pemesanan makanan secara online (online food delivery) maka pengampu atau wali anak harus siap terhadap akibat hukum yang diterima, yang akibat hukum dalam perjanjian pesan-antar makanan tersebut yakni dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.

2. Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Memesan Makanan Secara Online (Online Food Delivery) Di Indonesia

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) menyebutkan “perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen, 1999). Perlindungan konsumen memiliki 2 (dua) cakupan atau aspek diantaranya yaitu (Adrianus Meliala, 1993):

1. Perlindungan terhadap barang yang diserahkan kepada konsumen yang memungkinkan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

2. Perlindungan konsumen terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil.

Upaya perlindungan konsumen juga menekankan kepada upaya represif, maka dari itu perlindungan yang diberikan tidak hany berfokus kepada upaya preventif terhadap konsumen saja. Adapun beberapa upaya untuk memberikan perlindungan konsumen, antara lain (Zulham, 2013) : 

1. Sistem perlindungan konsumen yang diciptakan mengandung unsur keterbukaan akses informasi dan menjamin kepastian hukum.

2. Perlindungan yang diberikan kepada kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.

3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.

4. Perlindungan diberikan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

5. Memadukan antara penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan lainnya.

Adapun hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK,dimana pasal 5 (lima) menyatakan konsumen harus membaca atau mengikuti petunjuk dan informasi, beriktikad baik, membayar nilai tukar yang disepakati, mengikuti penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK, dimana pasal 7 (tujuh) menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha harus beriktikad baik, memberi informasi yang benar, memberi kompensasi atas kerugian akibat penggunaan,pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa. Mengenai penggantian biaya kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yakni “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Pada term and condition gojek pada poin 8 huruf c, pihak gojek dapat mengembalikan jumlah uang atau berkomunikasi dengan mitra usaha untuk memberikan penggantian atas produk yang telah dibeli hal ini tersedia pada fitur halaman bantuan aplikasi gojek dengan syarat melampirkan nomor pesanan,struk dan informasi lainnya (gojek.com, 2022). 

Kemudian pada aplikasi Grab mengenai term and condition grabfood pada poin 11.1 tentang Penggantian kerugian bahwa penjual bertanggungjawab penuh atas komplain makanan dan minuman yang dijual atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh penjual dan membebaskan grab serta anak perusahaan, afiliasi, agen, karyawan mengenai tuntutan ganti rugi. Artinya kedua aplikasi tersebut mengadopsi hukum positif yakni UUPK, UUPK terbit, mengadopsi pengaturan umum yakni KUH Perdata. 

Adapun akibat hukum apabila debitur ingkar janji atau wanprestasi, yakni (Tim hukumonline, 2022):

1. Ganti  rugi wajib dipenuhi oleh pihak debitur
2. Proses pembatalan dapat dieksekusi melalui pengadian apabila pihak kreditur mengajukannya.
3. Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian atau dengan pemenuhan perjanjian yang disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian.

Kemudian bentuk ganti rugi yang harus diganti oleh debitur yang wanprestasi yakni (Munir Fuady, 2006):

1. Biaya, maksudnya adalah setiap uang termasuk ongkos dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini akibat adanya tindakan wanprestasi;

2. Rugi, maksudnya keadaan merosor atau berkurangnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi;

3. Bunga, maksudnya keuntungan yang seharusnya diperoleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur.

Lebih jauh mengenai penyelesaian sengketa konsumen, UUPK mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen didalam  pasal 45 UUPK,yakni (Muhammad Syahri Ramadhan; Yunial Laily Mutiari; Muhammad Syaifuddin, 2022): 

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

a. Penyelesaian sengketa secara damai, oleh para pihak sendiri, konsumen dan pelaku usaha/ produsen

b. Penyelesaian Sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yakni dengan mekanisme alternative dispute resolution (konsiliasi,mediasi dan arbitrase)

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Pada umumnya penyelesaian sengketa bisnis diorientasikan pada jalur litigasi didalam pengadilan yang memberikan kepastian hukum namun permasalahannya prosedur penanganan sengketa di jalur litigasi ini membutuhkan waktu yang lama karena kenyataannya, menumpuknya perkara di Mahkamah Agung yang tidak adanya pembatasan perkara kasasi yang diajukan,
Polemik lainnya ialah selain waktu untuk mendapatkan vonis akhir dari pengadilan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Perkara biaya dan tenaga yang dikeluarkan mulai membayar jasa penasehat hukum (advokat), transportasi dan fasilitas yang mendukung proses pengadilan, tentunya tidak murah alias mahal (Telaumbanua, 2021). Hal inilah yang melatarbelakangi pihak yang bersengketa menyukai proses hukum melalui jalur nonlitigasi dibandingkan litigasi (pengadilan) (Muhammad Syahri Ramadhan; Yunial Laily Mutiari; Muhammad Syaifuddin, 2022). Oleh karena itu,  biasanya pebisnis dalam menyelesaikan perkara melalui mekanisme alternative dispute resolution (konsiliasi, mediasi dan arbitrase).

Dalam kasus penyelesaian sengket terkait transaksi melalui ojek online (ojol), hal tersebut dapat dilihat dalam klausula baku pada term and condition grab pada poin 2.0 yang menyatakan mengenai hukum yang berlaku. Analisis term and condition pesan-antar makanan secara online bahwa klausula baku pada fitur Gojek dan Grab mengadopsi UUPK Pasal 7 huruf (f) dan (g) yang menyatakan memberi kompensasi atau ganti rugi apabila tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan lebih lanjut penyelesaian sengketa dipertegas dalam term and condition poin 2.0 yakni diselesaikan dengan musyawarah. Sehingga pada penyelesaian sengketa hukum dalam transaksi bisnis sebagai akibat dari tindakan anak di bawah umur yang melakukan pemesanan makanan secara online (Online Food Delivery) harus diupayakan untuk diselesaikan secara damai/musyawarah oleh pelaku usaha dan konsumen. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, alternatif lainnya ialah mengacu peraturan dan prosedur yang diatur oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipimpin oleh 3 arbitrator yang dipilih sesuai dengan Peraturan kecuali para pihak setuju pada penunjukan arbitrator tunggal (Grab, 2023).

  KESIMPULAN

Transaksi elektronik yang didasarkan dengan pasal 1313 KUHPerdata dimana perjanjian yang dibuat oleh satu pihak yang mengikatkan dirinya pada pihak lain merupakan hubungan hukum. KUHPerdata mengatur mengenai syarat sah perjanjian yakni : 1.Sepakat, 2. Cakap, 3.Adanya Objek tertentu, 4. Kausa yang halal. Jika dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdata bahwa anak tersebut tidak memenuhi syarat subjektif dan akibat hukum yang diterima yakni dapat dibatalkan. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang meminta pembatalan sesuai dengan asas pacta sunt servanda. Keinginan pembaharuan di Era Distruption In Legal Industries yang dikemukakan oleh Romli Atmasastmita menginginkan adanya keseimbangan antara pembaharuan hukum melalui peraturan perundang- undangan dan kesadaran, bahwa dalam usaha demikian perlu sangat diperhatikan nilai-nilai dan kenyataan yang hidup dalam Masyarakat. Analisis dari Pasal 9 UU. No. 8 tahun 1999 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai syarat kontrak yang dibuat oleh pelaku usaha dan pada penyelenggaraannya di dalam Pasal 46 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai keabsahan konsumen khususnya pada usia kecakapan belum dijelaskan secara spesifik dan tegas. Sehingga pelaksanaan transaksi elektronik tersebut harus didasarkan dengan kepastian hukum.  Kepastian hukum mengenai syarat dan akibat hukum tersebut maka tetap tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan apabila pihak konsumen dalam melaksanakan transaksi elektronik (dilakukan oleh anak dibawah umur) menginginkan pemesanan makanan secara online (online food delivery) maka pengampu atau wali anak harus siap terhadap akibat hukum yang diterima.
Penyelesaian sengketa hukum terhadap anak dibawah umur yang memesan makanan secara online (Online Food Delivery) di Indonesia apabila mengalami kerugian jika dianalisis dari term and condition aplikasi pesan antar makanan secara online, fitur gojek dan grab mengadospi UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dijelaskan secara eksplisit pada Pasal 4 (empat) dan pasal 5 (lima), . adapun hak dan kewajiban Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 6 (enam) dan Pasal 7 (tujuh). Jika ada permasalahan seperti komplain yakni makanan tidak sesuai dengan yang digambar seperti jika yang dipesan makanan berukuran besar kemudian datang ukuran makanan yang kecil, maka term and condition gojek pada poin 8 huruf c, pihak gojek dapat mengembalikan jumlah uang atau berkomunikasi dengan mitra usaha untuk memberikan penggantian atas produk yang telah dibeli hal ini tersedia pada fitur halaman bantuan aplikasi gojek dengan syarat melampirkan nomor pesanan,struk dan informasi lainnya. Kemudian pada aplikasi Grab mengenai term and condition grabfood pada poin 11.1 tentang Penggantian kerugian bahwa penjual bertanggungjawab penuh atas komplain makanan dan minuman yang dijual atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh penjual dan membebaskan grab serta anak perusahaan, afiliasi, agen, karyawan mengenai tuntutan ganti rugi. term and condition dalam kedua aplikasi tersebut menegaskan penggantian kerugian dilampirkan bukti, yakni memberi jalan penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan apabila jalur musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh keduapihak (konsumen dan pelaku usaha), term and condition grab poin 2.0 mempertegas mengenai hukum yang berlaku. 
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